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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
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KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 0/9 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DASAR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yvang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan  pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa  berdasarkan peetimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan
Perizinan Dasar Pada Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



== SRS

Menetapkan
KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan Perizinan Dasar Pada DPMPSP
Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU meliputi pelayanan sebagai berikut :

1. Persetujuan Bangunan Gedung;

2. Analisis Dampak Lalu Lintas;

3. Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah;

4, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non

Berusaha;

tn

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha,

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Usaha  Pengelolaan Lingkungan dan  Usaha
Pemantauan Lingkungan;

8. Rencana Tapak (5Site Plan),

9. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Standar Pelayvanan sebagaimana dimaksud pada diktum.



KETIGA : KESATU wajib dilaksanakan oleh penvelenggara/pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan  penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : ©9 Maret 2023

NAS PENANAMAN MODAL




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
DATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DASAR PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU DATU PINTU KABUPATEN
BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DASAR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan
publik. kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan
regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya

, adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat

| dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.
Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14
komponen standar pelayanan yang meliputi:
1. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

penyelenggaraan pelayanan;




10.

L1

12.

13.

Persyaratan, svarat yvang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
Jjenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun admnistratif;
Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan vang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan;

Jangka waktu penyelesaian, jangka waktu vang diperlukan untuk
menyelesaiakan seluruh proses pelayvanan dari setiap jenis pelayanan;
Biava/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat;

Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan
dan fasilitas bagi kelompok rentan;

Kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman,

Pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;

Jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
Jaminan pelayanan vyang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan

risiko keragu-raguan; dan



14. Evaluasi kinerja pelaksanan, penilaian untuk mengetahuai seberapa
jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan diharapkan masvarakat bisa
mengetahui mekanisme dan prosedur Pelayanan Perizinan Dasar vang ada
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas, sehingga diharapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam
memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan vang dilaksanakan untuk

peningkatan pelayanan.

. STANDAR PELAYANAN

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Komponen Service Delivery
KOMPONEN URAIAN
Persyaratan Persyaratan administrasi:

1. Foto kopi KTP Pemohon WNI)/KITAS untuk
pemohon (WNA);

2. Foto kopi dokumen legalitas badan hukum (bila
pemohon diajukan oleh badan hukum):

a. Akta Pendirian;
b. NPWP;

3. Foto kopi Sertifikat Tanah Lengkap/Surat bukti
hak atas tanah lainnya yang diakui negara + foto
kopi SFPT PBB terakhir;

4. Foto kopi Data Perencana meliputi:

a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Company
Profile (untuk perencana berbadan hukum);
b. KTP;
c. ljazah Terakhir;
d. Sertifikat keahlian (SKA/SKT aktif) bangunan
gedung:
Arsitek;
- Ahli Teknik Bangunan Gedung;
Juru Gambar;

5. Foto kopi Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang);

6. Foto kopi Dokumen Lingkungan sesuai
Peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL,
SPPL);

. Output OSS RBA (NIB, dll);

Fotokopi Andalalin dan atau rekomendasi dari

Dishub (Jika diperlukan);

9. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik
tanah bermaterai Rp. 10.000,- (jika pemohon
bukan pemilik tanah dalam sertifikat] atau
perjanjian sewa menyewa atau akta jual beli
atau akta waris.

0 =~




Persyaratan teknis meliputi:
1. Gambar teknis meliputi:

a.

Gambar Denah /Peta Lokasi Bangunan;

b. Gambar Siteplan dengan disertai:

q.

- Gambarkan bentuk/bidang tanah
sesual dengan sertifikat tanah {dengan
memperhatikan luas tanahnva sesuai
sertifikat) dan diberi ukuran lengkap;

- Plotkan denah bangunan lantai 1 pada
bidang tanah;

- Gambarkan jalan dan saluran sesuai
data vang muncul di sertifikat tanah
(data tanah), berikan keterangan nama
jalan dan saluran; ukuran lebar jalan
dan saluran;

- Tunjukkan keterangan arah mata angin;

- Keterangan jarak GSB dari as jalan
sesuai ketentuan dan GSS dari tepi
saluran sesual ketentuan;

- Keterangan ukuran jarak bangunan ke
depan, samping kanan, samping kiri,
dan belakang dari batas persil.

Gambar Denah dengan notasi ukuran

lengkap dan garis potongan (memanjang

dan melintang);

. Gambar Tampak  Bangunan (depan,

samping, belakang);

Gambar Potongan Bangunan dengan
ukuran lengkap dan keterangan ketinggian;
Gambar Denah Bore Pile/Tiang Pancang
dan detailnya (jika diaplikasikan dalam
konstruksi);

Gambar Denah Footplat dan Detailnya (jika
diaplikasikan dalam konstruksi);

. Gambar Denah Pondasi dan Detailnya;

Gambar Denah Sloof dan Detail
Penulangannya;
Gambar Denah Kolom dan  Detail
Penulangannya,

. Gambar Denah Ringbalk dan Detail

Penulangannva;
Gambar Denah Rangka Atap dan Detail

Kuda-Kuda;

. Gambar Denah Instalasi Listrik dan Titik

Lampu;

Gambar Denah Sanitasi Air Bersih
(Pemipaan, kran air, dan sumber air);
Gambar Denah Sanitasi Air Kotor dan
Penempatan Septictank dan peresapannya
(untuk hunian) dan Bio filter/IPAL [untuk
selain hunian);

Gambar Detail Septictank dan
peresapannya (untuk huninan) dan Bio
filter /IPAL (untuk selain hunian};

Gambar Denah Penempatan Resapan Air
Hujan dan Detailnva.

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) vang disahkan
oleh pemilik dan perencana;
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Untuk bangunan dengan bentang bangunan

lebih dari 12 m:

a. Foto kopi Perhitungan Struktur;

b. Foto kopi Hasil Uji Tanah (Sondir);
Format KOP Gambar disertai Nama Bangunan;
Lokasi Bangunan, Titik Koordinat Lokasi, Tanda
Tangan Pemilik, Tanda Tangan Drafter, Tandan
Tangan Perencana Konstruksi dan Tandan
Tangan Perencana Struktur;
Rekomendasi Garis Sempadan Saluran,/Sungai
(iika terdapat saluran/sungai);
Rekomendasi Peil Banjir (untuk perumahan);
Pengesahan Site Plan (untuk perumahan);
Rekomendasi dari Dinperkim (untuk
perumahan).

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Mengakses www.0oss.go.id untuk kegiatan
berusaha guna mendapatkan NIB, KKPR, dan
SPPL, sedangkan untuk keperluan non
berusaha dilakukan secara mandiri pada
DINPERKIM dengan mengakses
www.perizinan.banyumaskab.go.id untuk
memperoleh KKPR dan SPPLdilakukan di DLH,
serta semua berkas persvaratan diunggah pada
www.simbg.pu.go.id hingga seluruh
persyaratan selesai;

Melakukan verifikasi atas dokumen Standar

Teknis oleh DPU/Tim Teknis (Operator)

melalui www.simbg.pu.go.id;

Melakukan verifikasi Standar Teknis oleh

DPU/Tim Teknis (Operator)] , kemudian

apabila:

a. Hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka
DPU menerbitkan Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan Gedung;

b. Hasil Verifikasi dinyatakan tidak lengkap,
maka DPU mengembalikan dokumen
kepada PEMOHON untuk dilengkapi;

Melakukan penghentian proses Persetujuan

Bangunan Gedung apabila PEMOHON tidak

melengkapi Standar Teknis Persetujuan

Bangunan Gedung, kemudian sistem akan

mencatat bahwa  tracking permohonan

Persetujuan Bangunan Gedung berhents;

Menghitung penetapan retribusi Persetujuan

Bangunan Gedung dan dicantumkan dalam

Berita Acara Penghitungan Retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung oleh DPU/Tim

Teknis/Pengawas;

Menetapkan besaran Retribusi Persetujuan

Bangunan Gedung dan Surat Pemenuhan

Standar Teknis (Rekomendasi Teknis) oleh

DPU /Tim Teknis/Pengawas;

Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) berdasarkan hasil perhitungan

Persetjuan Bangunan Gedung dari DPU oleh

DPMPTSP/Bendahara Penerimaan (Operator).

Kemudian mengunggah pada

www. simbg. pu.goad




10.

11.

12,

13.

Membayar retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung sebesar yang tercantum pada SKRD
dengan id billing ke bank;
Apabila:
a. SKRD Dibayar tepat waktu pada id Billing;
b. SKRD yang dibayarkan melebihi tanggal
jatuh tempo (setelah 15 belas hari kerja)
akan dikenankan denda sebesar 2% per
bulan Id Billing yang sudah kadaluarsa
diganti dengan id billing baru dan id billing
denda jika telah melewati jatuh tempo.
PEMOHON menggunggah bukti pembayaran
retribusi pada www.simbg.pu.go.id
Memverifikasi atas pembayaran retribusi dari
PEMOHON oleh DPMPTSP/Bendahara
Penerimaan/Pengawasyang kemudian
penerbitkan/pengesahan SK PBG oleh Kepala
DPMPTSPF;
PEMOHON mengunduh (cetak mandiri) SK
Persetujuan Bangunan Gedung pada

DPMPTSP/Front Office (Petugas Penyerahan SK
PBG] mengirimkan surat pemberitahuan
kepada PEMOHON bahwa Plat PBG dapat
diambil di MPP Kab. Banyumas dan/atau
dikirim melalui sistem Cash on Delivery (COD);
PEMOHON mengambil dan/atau menerima plat
Persetujuan Bangunan Gedung di Mal
Pelayanan Publik Kab. Banyumas dan/atau
dikirim melalui sistem COD.

3. Jﬂﬁeﬁ ;gﬁm 31 (tiga puluh satu) hari kerja
4. Biaya/Tarif Terdapat retribusi sesuai Kketentuan peraturan
perundang-undangan
S| Produk Pelayanan | gy persetujuan Bangunan Gedung
Penanganan 1. Website: http://dpmptsp.banvumaskab.go.id/
Pengaduan, Saran | 2. Telp.: 0281-7775-030
dan Masukan 3. WhatApss: 0852-9247-2536
4. Instagram: @dpmptsp_banyunas
| 5. Facebook: dpmptsp banyumas
Z 6. Kotak saran
' 7. Petugas informasi dan pengaduan
| | S
Komponen Manufacturing
NO | URAIAN

et

1. |
|

.\

- KOMPONEN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;




Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
10 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun
2019-2039;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penentuan Garis
Sempadan Bangunan Bagian Belakang;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang Pelimpahan  Kewenangan
Penvelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Non  Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Sarana dan
Prasarana,

dan /Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

1

e LN

0. Jaringan Internet;

11. Area parkir;

12. Mushola;
13. Kantin.

e

2.
3.

Ruang tunggu yang representatif dengan
dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;

Ruang Rapat;

Almari Dokumen;

Komputer;

Printer;

Telepomn;

Faximile;

Scanner;

Alat Tulis Kantor;

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun); |
Menguasai Standar Operasional Prosedur;
Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan
tulisan dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;




L e

Memiliki kemampuan kerjasama tim;
Mampu mengoperasikan komputer,
Mampu dan memahami penggunaan aplikasi
0SS, SIMBG dan aplikasi lainnya.

Pengawasan Internal

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
penting;

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

J umlah_Péiakaana

3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

Jaminan Pelayanan

i

IS

sopan dan santun.

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

Dilayvani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,

b7,

| Jaminan Keamanan

dan Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Produk layanan dijamin dengan menggunakan
tanda tangan elektronik vang  sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan |

sangat diutamakan bebas dari praktek |
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan vang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

| 3.

. Evaluasi kinerja dilakukan melalul Survei

2.

Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi vang
dilaksanakan secara periodic;

Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan. |

2. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Komponen Service Delivery

NO

KOMPONEN

Persyaratan

. Dokumen ANDALALIN;
. Surat Permohonan Persetujuan Analisis Dampak

URAIAN
Nomor Induk Berusaha (NIBj;

Lalu Lintas;

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKPRY);

Bukti kepemilikan / penguasaan lahan;

Gambar site plan vang ditandatangani Pemohon

(khusus site plan perumahan ditandatangani |




oleh Kepala DINPERKIM);
. Sertifikat Konsultan ANDALALIN  (untuk
ANDALALIN Bangkitan Sedang dan Bangkitan
Tinggi);

. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon

(apabila proses penerbitan Rekomendasi dari
Kepala DINHUB telah keluar);

. Foto kondisi rencana lokasi

pembangunan /pengembangan.

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

J aﬁgka Waktu
Pelayanan

Biaya/Tarif

10.

Tidak dikenakan biaya

Mengajukan Surat Permchonan Persetujuan
Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
Memeriksa dokumen permohonan persetujuan
ANDALALIN dari PEMOHON, yang apabila:

a. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan
lengkap, maka DPMPTSP membuat Surat
Permohonan Rekomendasi Teknis;

b. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan
tidak lengkap, maka DPMPTSP
mengembalikan dokumen  permohonan
kepada PEMOHON.

Menerima dokumen permohonan persetujuan

ANDALALIN oleh DINHUB/ Tim Evaluasi

Penilai;

Melakukan Tinjauan Lokasi/cek lokasi yang

menjadi objek permchonan  persetujuan

ANDALALIN;

Melaksanakan pembahasan dokumen

permohonan persetujuan ANDALALIN oleh

DINHUB/ Tim Evaluasi Penilai, dan apabila:

a. Dokumen dinyatakan lengkap, mermenuhi
syarat dan dapat diterima /disetujui;

b. Dokumen dinvatakan diterima dengan
perbaikan dokumen oleh PEMOHON.,

Menolak permohonan persetujuan ANDALALIN,

atau menghentikan proses permohonan

persetujuan ANDALALIN karena PEMOHON
tidak melakukan perbaikan dokumen
permohonan;

Menerbitkan Rekomendasi Teknis oleh Kepala

DINHUB guna diajukan kepada Kepala

DPMPTSPF;

Menerbitkan Persetujuan ANDALALIN oleh

Kepala DPMPTSPF;

Menyampaiakan pemberitahuan kepada

PEMOHON (oleh DPMPTSP/Front

Office/Petugas  penyerahan  SK) bahwa

Persetujuan ANDALALIN dapat diambil di MPP

Kab. Banyumas dan/atau dikirim melalui

sistem Cash on Delivery (COD);

PEMOHON menerima/mengambil Persetujuan

ANDALALIN di MPP Kab. Banyumas.

11 (sebelas) hari kerja

Produk Pelayanan

Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

Penanganan

I
8

Website: http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/
Telp.: 0281-7775-030




Wh atéﬂpp: 0852-9247-2536
Instagram: @dpmptsp_banyunas
Facebook: dpmptsp banyumas
Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan

dan Masukan

=1 o

Komponen Manufacturing

KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

| 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
1 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

| Jalan;

| 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalu Lintas;

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang  Pelimpahan Kewenangan
Penvelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

| Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan

Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyumas.

Sarana dan 1. Ruang tunggu yang representatif dengan
Prasarana, dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
dan /Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;
2. Ruang Rapat;
3. Almari Dokumen;
4. Komputer;
5. Printer;
' 6. Telepon;
,l 7. Faximile;




‘ 8.

1{1
LR
12.
|13

Scanner; ]
Alat Tulis Kantor;
Jaringan Internet;
Area parkir;
Mushola;

I{a.ntm

Kompetensi
Pelaksana

¥,

2.
| 3.

&

® = o

Berpenampﬂan menarik [senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

Menguasai Standar Operasional Prosedur;
Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu dan memahami penggunaan aplikasi
0S8, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.

Pengawasan Internal

J_ur;‘llah Pelaksana

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
penting;

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

|3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

Jaminan Pelayanan

1.

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai standar operasional
prosedur serta didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya,

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan

sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,
sopan dan santun.

< |

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

. Produk layanan dijamin dengan menggunaka.n

tanda  tangan  elektronik yang sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara,

. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan yang dikenakan retribusi, pemochon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Surve:
Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun




laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang

dilaksanakan secara periodic;
Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.

3. Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah (IPTPD)

Komponen Service Delivery

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Persyaratan untuk Jalan Penghubung/ Jembatan/

Tempat Usaha Baru:

1., Formulir Pendaftaran pada website
https: / /perizinan.banvumaskab.go.id;

2. Surat pernyataan kesanggupan
(merawat/ memelihara/menjaga serta
mengganti  kerusakan/ kerugian akibat
penggunaan) bermeterai Rp 10.000;

3. KTP Penanggungjawab:

4, Akta Pendirian Perusahaan (Jika Badan
Usaha);

5. Rekomendasi teknis dari DPU dan Gambar
Teknis yang di sahkan DPU;

6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL) dari OSS (khusus tempat usaha) dan ke
Gerai DLH untuk non berusaha;

7. Foto Lokasi dari 3 arah (depan, kanan, dan
kiri);

8. Company Profile (khusus tempat usahaj;

9. Gambar Konstruksi (khusus jembatan};

10. Data Bukti Sosialisasi Lingkungan.

Persyaratan untuk Perpanjangan

1. Formulir Pendaftaran pada website
https: / /perizinan.banvumaskab.go.id;

2. Surat pernyataan kesanggupan
(merawat/memelihara/menjaga serta
mengganti  kerusakan/ kerugian akibat
penggunaan) bermeterai Ep 10.000;

3. KTP Penanggungjawab;

4, SK IPTPD lama;

5. Surat Pernyataan Keterlambatan beserta
alasannya (jika terlambat);

6. Rekomendasi teknis dari DPU.

2. | Sistem, Mekanisme | 1. Mengajukan Permohonan Izin Penggunaan

dan Prosedur

Tanah Pemerintah Daerah (IPTPD] dan
Menggunggah seluruh Dokumen Persyaratan
pada www.perizinan.bany umaskab.go.id;
Menerima dan Meneliti berkas vang permohonan
PEMOHON melalui
www, perizinan.banyumaskab.go.id oleh Petugas
(back office) , dan apabila:

a. Memverifikasi Berkas apabila Lengkap;

b. Mengembalikan Berkas permohonan di
sertai keterangan alasan pengembalian
dokumen permohoanan yang belum lengkap;
melalui www.perizinan. banvumaskab.go.id;




3. Melaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tim
Kerja Teknis Perizinan, dilanjutkan pemeriksaan
lapangan dan pemberian rekomendasi dan
berita acara,

4. Menyiapkan Draft SK IPTPD Petugas (back office)
disertai Pengesahan serta Penerbitan SK IPTPD
oleh Kepala DPMPTSP;

5. Menyampaikan SK IPTPD kepada Bendahara
Penerimaan apabila:

a. Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan id
billing;

b. Pemberitahuan melalui nomor help desk Mal
Pelayanan Publik Kab. Banyumas, bahwa SK
IPTPD dapat diambil,

6. Mengambil SKRD dan id billing untuk
membayar retribusi di bank;

7. Mengambil SK IPTPD di MPP Kab. Banyumas.

Jangka Waktu : :
Pelayanan 6 (enam) hari kerja
Biaya/Tarif Terdapat retribusi sesuai ketentuan peraturan|

perundang-undangan

Produk Pelayanan SK Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah

Penanganan Website: http:/ /dpmptsp. banyumaskab.go.id/
Pengaduan, Saran Telp.: 0281-7775-030
dan Masukan WhatsApp: 0852-9247-2536

Instagram: @dpmptsp_banyunas
Facebook: dpmptsp banyumas
Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan

NO U S W N

|

Komponen Manufacturing

KOMPONEN ' URAIAN

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

| 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

' 3, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-
2031;

| 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di
Kabupaten Banyumas;




7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang  Pelimpahan  Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas

| Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan

[ Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
) Kabupaten Banyumas. - 2
9. Sarana dan '1. Ruang tunggu vyang representatif dengan
Prasarana, dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
dan/Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free

charger hand phone, televisi;

2. Ruang Rapat;

3. Almari Dokumen;

4. Komputer;

5. Printer;

6. Telepon;

7. Faximile;

| 8. Scanner;

9. Alat Tulis Kantor;

10. Jaringan Internet;

11. Area parkir;

12. Mushola;

13. Kantin. |

3. Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
Pelaksana sopan dan santunj,

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
dengan baik;

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

6. Memiliki kemampuan kerjasama tim;

7. Mampu mengoperasikan komputer;

8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

! 0S8, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.

4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
penting;

2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang

| dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
. Kepala Dinas;
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta
| melaporkan kepada Kepala Dinas.
5. Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP
[




6. | Jaminan Pelayanan | 1-

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai standar operasional
prosedur serta didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan

sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;,

Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,
sopan dan santun.

Y i Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

. Produk layanan dijamin dengan menggunakan

tanda tangan  elektronik yang  sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai

‘8. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

“Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei

Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang

dilaksanakan secara periodic;
Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

4. Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha

Komponen Service Delivery

NO. KOMPONEN

URAIAN

1; Persyaratan

ersyaratan untuk lokasi di Perkotaan Purwokerto

A

o sl e

31

IRDTRK]:
7

Hasil Scan KTP Pemohon (WNI)/KITAS untuk
pemohon (WNA);

Hasil Scan sertifikat tanah atau letter C
dilengkapi peta bidang dari BPN [cek plot};
Apabila sertifikat tanah dijaminkan di bank,
menggunakan hasil scan surat ketidakberatan
dari bank;

Koordinat polygon lokasi;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
Alamat email dan nomor telepon Pemohon;
Apabila pemilik sertifikat tanah tidak sama
dengan pemohon, maka ditambahkan scan surat
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
beserta copy KTP.

ersyaratan untuk lokasi di luar Perkotaan
rwokerto (RTRW):

Hasil Scan KTP Pemohon (WNI)/KITAS untuk
pemohon (WNA);




w

Nons

Hasil Scan sertifikat tanah atau letter C
dilengkapi peta bidang dari BPN (cek plot);
Apabila sertiflkat tanah dijaminkan di bank,
menggunakan hasil scan surat ketidakberatan
dari bank;

Koordinat polygon lokasi;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
Alamat email dan nomor telepon Pemohon;
Apabila pemilik sertifikat tanah tidak sama
dengan pemohon, maka ditambahkan scan surat
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah

l

beserta copy KTP;
8. Persetujuan Teknis dari BPN.
2.| Sistem, Mekanisme | 1. Melakukan pendaftaran Kesesuaian Kegiatan
dan Prosedur Pemanfaatan Ruang (KKFPR) Non Berusaha pada
Gerai DINPERKIM di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kab. Banyumas;
2. Mengurus dokumen Pertimbangan Teknis
Pertanahan (Apabila lokasi yang diajukan berada
pada kawasan RTRW) ke Badan Pertanahan
Nasional;
3. Mengirimkan Pertek Pertanahan diserahkan ke
Forum Penataan Ruang (FPR) melalui Gerai
DINPERKIM di MPP Kab. Banyumas,
4. Penilaian/Kajian Dokumen Usulan KKPR
melalui Rapat Forum Penataan Ruang;
5. Menerima Kajian Dokumen Usulan FPR melalui
sistemm KKPR Non Berusaha (SiPanjiMas);
6. Menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Non Berusaha oleh Kepala
DPMPTSPF;
7. Mengunduh (cetak mandiri) Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau
diambil pada Gerai DINPERKIM di MPP
Kab. Banyumas.
*: Jaﬁjﬁaﬁ:ﬁ‘“ 18 (delapan belas) hari kerja
4. Biaya/Tarif | mjgai dikenakan biaya
___‘{5'_. Produk Pelayanan Kescuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
6. Penanganan 1. Website: http:// dpmptap hanyumaskab go.id/
Pengaduan, Saran | 2. Telp.: 0281-7775-030
dan Masukan 3. WhatsApp: 0852-9247-2536
4. Instagram: {@dpmptsp_banyunas
5. Facebook: dpmptsp banyumas
' 6. Kotak saran
| 7. Petugas informasi dan pengaduan
Komponen Manufacturing
NO KOMPONEN URAIAN
‘1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto




e

Tahun 2019-2039;

4, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;,

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang  Pelimpahan  Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Non  Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Sarana dan 1. Ruang tunggu yang representatif dengan
Prasarana, dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
dan/Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang

bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;

Ruang Rapat;

Almari Dokumen;

Komputer;

Printer;

Telepon;

Faximile;

Scanner;

Alat Tulis Kantor;

l'El Jaringan Internet;

11. Area parlar;

| 12. Mushola;

13. Kantin. -

CRNOU P W

Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam,
Pelaksana sapa, sopan dan santunj;

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan minimun

dan informasi publik;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan
tulisan dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan

efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

0SS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi

lainnya.

e

@No o

Pengawasan Internal | 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

. periodik melalui rapat evaluasi dan rapat

i sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
penting;

2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang

dapat dipantau secara langsung di ruang kerja




3 | Kepala Dinas;

| 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

5. | Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

6. | Jaminan Pelayanan 1. Diwujudkan dalam kualitas layanan n dan produk

layanan yang sesuai standar operasional
' prosedur serta didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya;,

2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya,

3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

| 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap

ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,

i : ~_sopan dan santun.
7 | Jaminan Keamanan | 1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan
. dan Keselamatan tanda  tangan  elektronik yang  sudah
' Pelayanan mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi

Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

8. Evaluasi Kinerja | 1- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei

Pelaksana Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi vang
dilaksanakan secara periodik;

3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dan
atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.

5. Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha

Komponen Service Delivery

NO KOMPONEN | URAIAN

|z Persyaratan Persyaratan  untuk lokasi di Perkotaan

' Purwokerto (RDTRK):

1. Hasil Scan KTP Pemohon (WNI)/KITAS untuk

. pemohon (WNA);

| 2. Hasil Scan sertifikat tanah atau letter C

dilengkapi peta bidang dari BPN (cek plot};

3. Apabila sertifikat tanah dijaminkan di bank,

' menggunakan hasil scan surat ketidakberatan
dari bank;

. Koordinat polygon lokasi;

. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;

. Alamat email dan nomor telepon Pemohon;

. Apabila pemilik sertifikat tanah tidak sama
dengan pemohon, maka ditambahkan scan surat
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
beserta copy KTP.

=] Oh LN 4




b2

_'_Persyaratélﬁ_' untuk lokasi di luar Perkotaan
Purwokerto (RTRW):
1

a2

=1

. Apabila sertifikat tanah dijaminkan di bank,

. Koordinat polygon lokasi;

. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPF) Pemohon;

. Alamat email dan nomor telepon Pemohon;

. Apabila pemilik sertifikat tanah tidak sama

Hasil Scan KTP Pemohon (WNI)/KITAS untuk
pemohon (WNA);

Hasil Scan sertifikat tanah atau letter C
dilengkapi peta bidang dari BPN (cek plot);

menggunakan hasil scan surat ketidakberatan
dari bank;:

dengan pemohon, maka ditambahkan scan surat
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
beserta copy KTP,

Persetujuan Teknis dari BPN.

Sistem, Mekanisme |
dan Prosedur

Melakukan pendaftaran Persetujuan KKPR

pada sistem OSS;

Melakukan Penilaian/kajian Persetujuan KKPR

oleh DINPERKIM Kab. Banyumas, kemudian

apabila;

a. Diterima,; atau

b. Dikembalikan pada Pemohon  untuk
diperbaiki.

Menerbitkan Persetujuan Teknis Pertanahan

atas Persetyjuan KKPR Berusaha oleh

ATR /BPN Kabupaten Banyumas;

Melaksanakan penilaian/Kajian dokumen

usulan Persetujuan KKPR dalam Rapat Forum

Penataan Ruang (FFPR);

Menggunggah Hasil Kajian Dokumen FPR pada

sistem OS5,

Menerbitkan Persetujuan Keseusian Kegiatan

Pemantfaatan Ruang oleh Kepala DPMPTSP Kab.

Banyumas.

Jangka Waktu
Pelayanan_

17 (tujuh belas) hari kerja

Produk Pelayanan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Biaya/Tarif

Tidak dikenakan biaya

&

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

™G R b

Website: http:/ /dpmptsp.banyumaskab,go.id/
Telp.: 0281-7775-030

WhatsApp: 0852-9247-2536

Instagram: (@dpmptsp_banyunas

Facebook: dpmptsp banyumas

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Manufacturing

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto




Tahun 2019-2039;

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

| 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun

2021 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Non  Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
_Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Sarana dan Ruang tunggu yang representatif dengan
Prasarana, dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
dan/Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;
| 2. Ruang Rapat;
| 3. Almari Dokumen;

4. Komputer;

5. Printer;

6. Telepon;

7. Faximile;

8. Scanner;

9. Alat Tulis Kantor:

10. Jaringan Internet;

11. Area parkir;

12. Mushola;

i 13, Kantin. B
Kompetensi | 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
Pelaksana sopan dan santun);

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

4, Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
dengan baik;

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

6. Memiliki kemampuan kerjasama tim;

7. Mampu mengoperasikan komputer;

8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

M 0SS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
Pengawasan Internal | 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan vang dianggap
penting;
2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

langsung melalui CCTV maupun aplikasi vang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;




3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen

perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

-Ju_m_l_ah Pelaksan_a _ 3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

Jaminan Pelayanan | 1.

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai standar operasional
prosedur serta didukung oleh petugas vang
berkompeten di bidang tugasnva;

. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan

sesuai dengan kompetensinya;

Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap

ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,
sopan dan santun.

Jaminan Keamanan | 1-

dan Keselamatan
Pelayanan

Produk layanan dijamin dengan menggunakan
tanda tangan elektronik  vang sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

Evaluasi Kinerja | 1.

Pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survel
Kepuasan Masyarakat secara online vang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yvang

dilaksanakan secara periodik;
Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Komponen Service Delivery

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan : B

SRR

Bukti formal Konfirmasi/Persetujuan/
Rekomendasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang);

Fotocopy KTP Pemohon /Pelaku Usaha;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Fotocopy Akte/Sertifikat Tanah;

Akta/dokumen pendirian perusahaan;

Bukti perjanjian sewa menyewa tanah/ surat
tidak keberatan dari pemilik tanah (jika tanah
bukan milik sendiri);

Bukti Sosialisasi kepada warga sekitar lokasi
usaha/kegiatan (jika berdampak luas terhadap
masyarakat sekitar);

Surat Penetapan Penapisan Perubahan/
Penapisan  Persetujuan  Lingkungan dan
perizinan vang sudah dimiliki (Untuk
usaha/kegiatan dalam rangka pengembangan / |




10.
11.

| 12,
13.

14,

perubahan skala usahal;
Sertifikat Kompetensi KTPA dan ATPA;

Surat Permohonan Pemeriksaan AMDAL/SKKL;
Persetujuan Awal terkait rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;

Persetujuan Teknis;

Peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan
(layout Site Plan);

Berita acara Kerangka Acuan (sebagai bentuk
persetujuan Kerangka Acuan).

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

. Masuk/login ke sistem OSS RBA (melalui akun

Pemohon /Pelaku Usaha);

Melakukan penginputan dan pendaftaran
(melalui akun Pemohon /Pelaku Usaha);
Penyerahan berkas permochonan  dokumen
lingkungan Amdal/SKKL;

Melakukan Penilaian dan Penerbitan Dokumen
Persetujuan Lingkungan Hidup Amdal/SKKL;

Mengirimkan rekomendasi persetujuan
lingkungan melalui sistemm OSS RBA,;
Memverifikasi dokumen persetujuan
lingkungan Amdal/SKKL (oleh Kepala
DPMPTSP);

Lembaga 085S menerbitkan dokumen
lingkungan AMDAL/SKKL;

Jangka Waktu
Pelayanan

-

189 hari kerja untuk kategori A;
129 hari kerja untuk kategori B;
69 hari kerja untuk kategori C.

Biaya /Tarif

Tidak dikenakan biava

Produk Pelayanan

- ﬁenangﬂnan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Persetujuan / Rekomendasi/SK Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup

1;

e L b

Website:

htip:/ /dpmptsp.banyumaskab.go.id/
Telp.: 0281-7775-030

WhatsApp: 0852-9247-2536
Instagram: @dpmptsp_banyunas
Facebook: dpmptsp banyumas

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Manufacturing

[ NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang




Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Upaya Pengeloan Lingkungan Hidup
atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
. 2021 tentang  Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Non  Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
_ Satu Pintu Kabupaten Banyumas. - L
Sarana dan 1. Ruang tunggu yang representatif dengan |
Prasarana, dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
dan/Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;

2. Ruang Rapat;

3. Almari Dokumen;

4.  Komputer;

5. Printer;

6. Telepon;

7. Faximile;

8. Scanner;

9. Alat Tulis Kantor;

10. Jaringan Internet:

'11. Area parkir;

12. Mushola;

. 13. Kantin.
Kompetensi 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
Pelaksana sopan dan santun);

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
dengan baik;

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

6. Memiliki kemampuan kerjasama tim;

7. Mampu mengoperasikan komputer;

8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

Pengawasan Internal I

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

0SS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.

periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap

penting;

langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang




3

‘dapat dipantau secara langsung di ruang kerja

Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.

5. | Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

6. ? Jaminan Pelayanan

:

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan vang sesuai standar operasional
prosedur serta didukung oleh petugas yvang
berkompeten di bidang tugasnya;

Pelayanan dilaksanakan cleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

Petugas pelavanan melaksanakan pelayvanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,
sopan dan santun.

——

. Produk layanan dijamin dengan menggunakan

tanda tangan elektronik  yang sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan vang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

7. | Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
|
|
|
8. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

iz.

. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei

Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang
dilaksanakan secara periodik;

Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

!

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UKL-UPL)

Komponen Service Delivery

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 Persyaratan

WG G

Bukti formal Konfirmasi/Persetujuan/
Rekomendasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang);

Foto Kopi KTP Pelaku Usaha;

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Foto Kopi Akta/Sertifikat Tanah;
Akta/dokumen pendirian perusahaan;

Bukti perjanjian sewa menvewa tanah/surat
tidak keberatan dari pemilik tanah (jika tanah
bukan milik sendiri);

Bukti Sosialisasi kepada warga sekitar lokasi
usaha [/ kegiatan (jika berdampak luas
terhadap masyarakat sekitar];

Surat Penetapan Penapisan Perubahan/




Penapisan Persetuyjuan Lingkungan dan
perizinan yang sudah dimiliki (Untuk
usaha/kegiatan dalam rangka pengembangan
/perubahan skala usaha);

9. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL;

10. Persetujuan Awal terkait rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;

11. Persetujuan Teknis;

12. Peta pengelolaan dan pemantauan

lingkungan;

2. Sistem, Mekanisme | 1. Masuk/login ke dalam sistem OSS RBA
dan Prosedur (melalui akun Pemohon /Pelaku Usaha);

2. Melakukan penginputan dan pendaftaran
| dalam sistem OSS RBA (melalui akun
| Pemohon/Pelaku Usahal;

‘3. Menyerahkan berkas permohonan dokumen

lingkungan UKL-UPL dari Pemohon kepada
DLH Kab. Banyumas;
4. Melaksanakan penliaian dan Penerbitan
Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup UKL-
UPL (oleh DLH Kab. Banyumas);
5. Mengirimkan rekomendasi persetujuan
lingkungan UKL-UPL melalui sistem OSS RBA
(oleh DLH Kab. Banyumas);
6. Memverifikasi dokumen persetujuan
lingkungan UKL-UPL (oleh Kepala DPMPTSP
Kab. Banvumas);
7. Menerbitkan dokumen lingkungan UKL-UPL
| (Lembaga OSS RBA).
# | J*"Sﬁﬁﬁ;ﬁﬁt“ /39 (tiga puluh sembilan) hari kerja
(4. | Biaya/Tarif | Tidak dikenakan biaya 1
B, Produk Pelayanan | Persetujuan/Rekomendasi/SK Usaha Pengelolaan
Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan
6. Penanganan 1. Website: http:/ /dpmptsp.banyumaskab.go.id/
Pengaduan, Saran |2. Telp.: 0281-7775-030
dan Masukan 3. WhatsApp: 0852-9247-2536

4, Instagram: @dpmptsp_banvunas

5. Facebook: dpmptsp banyumas

6. Kotak saran

7. Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Manufacturing
NO KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyvelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang




Daftar Usaha dan/atau Kegiatan vang wajib
memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, Upaya Pengeloan Lingkungan Hidup
atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang  Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Non Perizinan Kepada  Kepala  Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

Sarana dan 1.
Prasarana,
dan/Fasilitas

CENOU R WN

10.
it
) 7.5
13.

Ruang tunggu yang representatif dengan
dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;

Ruang Rapat;

Almari Dokumen;

Komputer;

Printer;

Telepon;

Faximile;

Scanner;

Alat Tulis Kantor;

Jaringan Internet;

Area parkir;

Mushola;

Kantin.

Km—npn;:{a:nsi L.
Pelaksana 5

1 3

6.
7.
8

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

Menguasail Standar Operasional Prosedur;
Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan
tulisan dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan komputer;

Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

Pengawasan Internal | 1.

0SS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan vang dianggap

penting;




2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

langsung melalui CCTV maupun aplikasi vang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

Jaminan Pelayanan

: 18

Diwujudkan dalam kualitas layvanan dan produk
layanan yang sesuai standar operasional
prosedur serta didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya;

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesual dengan kompetensinya;

Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,
sopan dan santun.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

. Produk layanan dijamin dengan menggunakan

tanda tangan elektronik yang sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Evaluasi

kinerja dilakukan melalui Survei
Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang

dilaksanakan secara periodik;

. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari

atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.

8. Rencana Tapak (Site Plan)

Komponen Service Delivery

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan

.4l

Formulir Permohonan PengesahanRencana
Tapak (Site Plan);

Fotokopi KTP Pemohon
perusahaan|;

Fotokop1 Akta Pendirian Perusahaan;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak [(NFWP)
Perusahaan;

Fotokopi Keterangan Rencana Daerah (Advice
Planing)/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR];

Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah atas Nama
Perusahaan/Pengembang;

(vang mewakili
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11.

12;

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

Fotokopi Bukti Perolehan Izin Lokasi
Penggunan Tanah;

Fotokopi Keterangan Keanggotaan Asosiasi
Perumahan;

Fotokopi Rekomendasi Garis Sempadan
Saluran (Jika terdapat sungai/kali/saluran);
Gambar Site Plan lama yang sudah disahkan
(apabila permohonan perubahan/
pengembangan);

Bukti Telah Menvediakan Tanah Pemakaman
untuk Perumahan;

Gambar  Denah atau Lokasi Lahan
Pemakaman;

Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan
PSU;

Surat Pernyataan Nilai Perclehan Tanah;
Gambar  Denah  Lokasi Pembangunan
Perumahan;

Gambar Rencana Tapak (Site Plan) Kaveling,
Penempanan Bangunan, Jaringan Utilitas (air
kotor, air bersih, LPJU, sarana pemadam
kebakaran), PSU vyang akan Diserahkan,
Kemiringan/Elevasi Tanah, Potongan Jalan
Skala Gambar 1:100/1:200/1:400/1:500
(ukuran kertas menyesuaikan);

Gambar Arsitektur Bangunan Terdiri dari
Gambar Denah, Tampak, Potongan Sistem
Struktur, Detail Struktur, Sistem Utilitas (air
bersih dan air kotor), Sistem Mekanikal dan
Elektrikal;

Fotokopi ljazah Perencana;

Rekomendasi Teknis lainnya, meliputi:

a. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN};
b. Dokumen Lingkungan;

¢. Peil Banjir. -

2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

]

o

7.
8.

5
10.

3. Jangka Waktu
_Pelayanan

16 (enam belas) hari kerja

Melakukan Pendaftaran Rencana Tapak (Site

Planj;

Melakukan verifikasi dokumen administrasi

Rencana Tapak (Site Plan) dari PEMOHON,;

Menerima dokumen Rencana Tapak (Site Plan);

Melakukan verifikasi dokumen teknis/koreksi

rencana tapak (Site Flan), kemudian apabila:

a. Dinyatakan lengkap, lanjut cek lokasi;

b. Dinyatakan tidak lengkap dan perlu
perbaikan.

Melaksanakan verifikasi lapangan (cek lokasi);

Mengadakan Rapat Tim Teknis Rencana Tapak

(Site Plan);

Menerbitkan rekomendasi teknis Rencana

Tapak (Site Plan);

Menerima dokumen kembali dan rekomendasi

teknis Rencana Tapak (Site Plan);

Menerbitkan SK Rencana Tapak (Site Plan);

Mengambil dokumen dan SK Rencana Tapak

(Site Plan).

4. | Biaya/Tarif

Tidak dikenakan biava




9. Produk Pelayanan | Persetujuan/Rekomendasi/SK Rencana Tapak
{Site Plan)
6. Penanganan | 1. Website:
Pengaduan, Saran | http:/ /dpmptsp.banyumaskab.go.id/
dan Masukan 2. Telp.: 0281-7775-030
3. WhatsApp: 0852-9247-2536
4. Instagram: @dpmptsp_banyunas
5. Facebook: dpmptsp banyumas
6. Kotak saran .
7. Petugas informasi dan pengaduan f
Komponen Manufacturing
| NO KOMPONEN | URAIAN
! Dasar Hukum EF Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
[ Perumahan dan Kawasan Permukinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
| Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
| Permukiman;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banvumas Nomor
* 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan
. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
i Perumahan dan Permukiman;
| 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang  Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
E Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
| Non Perizinan Kepada  Kepala  Dinas
’ Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
ir I | Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu yang representatif dengan
f Prasarana, dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
: dan/Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;
2. Ruang Rapat;
3. Almari Dokumen;
4. Komputer;
, 5. Printer;
6. Telepon;
7. Faximile;
8. Scanner,
9. Alat Tulis Kantor;
10. Jaringan Internet;
i 11. Area parkir;
i 12. Mushola;
L | 13.Kantin.




2 Kompetensi . 1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
Pelaksana ' sopan dan santun);
! 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelavanan minimun
dan informasi publik;

4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan
tulisan dengan baik;

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

6. Memiliki kemampuan kerjasama tim;

7. Mampu mengoperasikan komputer;

8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

| 0SS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan vang dianggap
penting;

2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;

: 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
' perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
. _serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

5. | Jumlah Pelaksana |3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

6. | Jaminan Pelayanan | 1. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk

layanan yang sesuai standar operasional
prosedur serta didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya;

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

Petugas pelayanan melaksanakan pelavanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,
sopan dan santun.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

. Produk layanan dijamin dengan menggunakan

tanda  tangan  elektronik yang  sudah
mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

Keselamatan dan kenyvamanan dalam pelayvanan
sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk
perizinan vang dikenakan retribusi, pemohon
langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

|
|

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei

Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang

dilaksanakan secara eriodic;

. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dan

atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.




9. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Komponen Service Delivery

NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Koordinat lokasi;
2. Foto kopi Sertifikat;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan (BPN);
4. Foto kopi KTF;
9. Surat Pernyataan terkait Tata Ruang (Self|
Declaration) /| KKPR;
6. Formulir Permohonan Izin Perubahani
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPPT);
7. Surat pernyataan bukan untuk perumahan|
massal (luasan > 1000 M?;
2.| Sistem, Mekanisme [ 1. Mengajukan  pendaftaran Izin Perubahan|
dan Prosedur Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPPT);
2. Menerima permohonan [zin Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPPT),
kemudian apabila;
a. Dinyatakan lengkap, akan diserahkan ke
DINPERKIM;
b. Tidak lengkap, akan dikembalikan.
3. Menerima berkas lzin Perubahan Penggunaan|
dan Pemanfaatan Tanah (IPPPT) (dari DPMPTSP);
4. Melaksanakan Tinjauan Lokasi/Cek Lokasi
Pengajuan Permohonan lzin Perubah
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPPT);
5. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Teknis;
6. Menyusunan Rekomendasi Teknis Izin Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPPT);
7. Menyerahkan Rekomendasi Teknis dan Dokumen
Permohonan lizin Perubahan Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah (IPPPT);
8. Menerbitkan SK Izin Perubahan Penggunaan dan|
Pemanfaatan Tanah (IPPPT};
9. Mengambil SK Izin Perubahan Penggunaan dan|
Pemanfaatan Tanah (IPPPT);
= Jagéﬁayi;ﬁt“ 30 (tiga puluh) hari kerja
Biaya /Tarif Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan = SK Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan
| Tanah
6. Penanganan 1. Website: http:/ /dpmptsp.banyumaskab.go.id/
Pengaduan, Saran | 2. Telp.: 0281-7775-030
dan Masukan 3. WhatsApp: 0852-9247-2536
4. Instagram: @dpmptsp_banyunas
5. Facebook: dpmptsp banyumas
6. Kotak saran
! o AT 7. Petugas informasi dan pengaduan.
Komponen Manufacturing
No Komponen Usiian 1

S S———

Dasar Hukum

e e e

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007




= —mx—y

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomaor
& Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun
2019-2039;

Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
37 Tahun 2021 tentang  Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Non  Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Kewenangan  Penyelenggaraan
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 tahun
2023 tntang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Sokaraja Tahun 2023-
2043;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun
2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Banyumas Tahun 2023-
2043.

Sarana dan
Prasarana,
dan/Fasilitas

CENOUNE BN

-

Ruang tunggu vyang representatif dengan
dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi;

Ruang Rapat;

Almari Dokumen;

Komputer;

Printer;

Telepon;

Faximile;

Scanner;

Alat Tulis Kantor;

10. Jaringan Internet;

e @k
| 12,
| 13.

Area parkir;
Mushola;
Kantin. .

Kompetensi
Pelaksana

3

2.
3.

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, |
sopan dan santun);

Menguasai Standar Operasional Prosedur;
Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi publik;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan
tulisan dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan komputer;




8. Mampu dan memahami penggunaan ap]iihasi
0SS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.

4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

, periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan vang dianggap
penting;

2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;

3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen

; perizinan dan atau melalui rapat tim teknis

serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

| Jumlah Pelaksana | 3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP

]
o |

Jaminan Pelayanan |l- Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk

lavanan yang sesuai standar operasional

prosedur serta didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya

' 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif,

_ . sopandan santun. _

7. | Jaminan Keamanan | 1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan

dan Keselamatan tanda tangan  elektronik yang sudah
Pelayanan mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari praktek
percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk

| perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon

langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai
dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.

8. Evaluasi Kinerja | 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei
| Pelaksana . Kepuasan Masyarakat secara online yang
| dilakukan setiap har, kemudian disusun

laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap
satu bulan sekali;

2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang
dilaksanakan secara periodik;

| 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari

L ____atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PE TERPADU SATU PINTU




NOMOR S0P 503,372/ 2023
TANGGAL PEMBUATAN 09 MARET 2023
TANGGAL REVISI 13 April 2023
TANGGAL EFEKTIF 17 AFRIL 2033
DISAHEAN OLEH KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS
HAMA S8OP [ZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELATANAN TERPADU SATU PINTU
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer/aplikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagion Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah |2, Memahami ketentuan tentang [zin Perubahan Penggunann dan Peman{natan
PFemerintahan Daerah Provinsl Dan Pemerintahan Dasrah Kabupaten Kota; Tanah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyvumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039;
5. Peraturan Bupari Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggarann
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Moedal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Noemor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penvelenggaraan
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Medal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas:
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 tabun 2023 tntang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Sokarnja Tahun 2023-2043;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Detsil Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Banyumas Tahun 20232043,
HETEREKAITAN : FERALATAN/PERLENGEAPAN :
1 SOP AP Pencrbitan Perizinan 1. Komputer
2 B0OP AP Penverahan Dokumen Perizinan 2. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apahila SOF ini tidak dilalukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses vang lain. Hasil SOP ind dicatat dan didata sesual dengan jenisnya.
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PEMERINTAH EABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 5033732023

TANGGAL PEMBUATAN | 09 MARET 2023

TANGGAL REVIEL 13 April 2023

TANGGAL EFEETIF 17 APRIL 2023

DISAHEKAN OLEH KEPALA DFMFPTSE KABUPATEN BANYUMAS

NAMA SOP UPAYA PENGELOLAAN LINGEKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DASAR HUEUM :

EUALIFIKAS] PELAEKSANA :

1. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Ne. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202 1 tentang Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

1. Peraturan Pemernintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan fatau

Kegiatan yang wajib memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengeloan Lingkungan Hidup

atau Sural Pernyataan Kesangmupan Pengelolaan dan Pemantauan Linglungan Hidup;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup,;

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

dan Non Prrizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana

telah divbah dengan Peratursm Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer /aplileasi;

2, Memahami keteniuan tentang Upava Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan [UKL-UPL).

KETEREAITAN : PERALATAN [PERLENGEAPAN :
1 SOP AP Penerbitan Perizinan 1. Komputer
2 S0P AP Penverahan Dokumen Perizinan 2. Printer

3. Aplikasi OS5

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila S8OP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil S0P ini dicatat dan didata sesusd dengan jenisnya.
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NOMOR SOP 503/374/2023
TANGGAL FEMBUATAN | 09 MARET 2023
TANGGAL REVISI 13 April 2023
TANGGAL EFEKTIF 17 APRIL 2023
DISAHKAN OLEH KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS
NAMA SOP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS] PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir dengan Undang-Undang Mo, 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan /atau
Kegiatan yvang wajib memiliki Analis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengeloan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggipan Pengelolaan dan Pemantanan Lingkungan Hidwgp:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Peclindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Bupat Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penvelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanen Terpadu Satu Pintu
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan
alas Perafuran Bupati Banyumeas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Rewenangan Penvelenggaraan
Perizinan Dan Non Pernzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sata Pintu
Kabupaten Banyumas,

1. Mempunvai kemampuan mengoperasionalkan komputer faplikasi

2, Memahami ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas
(Amdal / SKKL)

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGHEAPAN :

1 S0P AP Penerbitan Perizinan 1. Kompurer
2 S0P AP Penverahan Dolumen Perizinan 2. Printer
3. Aplilkasi 083

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.
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NOMOR S0OF 503/375/2023
TANGGAL PEMBUATAN 09 MARET 2023
TANGGAL REVISI 13 April 2023
TANGGAL EFEKTIF 17 APRIL 2023
DISAHKAN OLEH KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS
NAMA SOP KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
BERUSAHA
PEMERINTAH HABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DASAR HUKUM : KUALIFIEASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039;

&, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Huang fKepala Badan Pertananhan Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang;

5. Peraturan Bupati Bamyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penvelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan
aias Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penvelenggaraan
Perizinan Dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas,

1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer aplikasi
2. Memahami ketentuan tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Fuang
Kegatan Berusaha

HETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGEAPAN :
1 SOP AP Penerbitan Perizinan 1. Komputer
2 S0P AP Penyerahan Dokumen Perizinan 2. Printer

3. Aplikasi 0SS

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil S0P ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR S50F

503/376/2023

TANGGAL PEMBUATAN

09 MARET 2023

TANGGAL REVISI

13 April 2023

TANGGAL EFEKTIF 17T APRIL 2023
DISAHEAN OLEH KEFALA DFMFTSF KABUPATEN BANYUMAS
NAMA S0P RENCANA TAPAK [SITE PLAN]

DASAR HUEKUM :

KUALIFIEAS]I PELAKSANA !

1. Undang-undang Nomor | Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukinan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomer 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomer 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomer 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Medal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas
Momor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1.

Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer [ aplikasi

2, Memahami ketentuan tentang Rencana Tapak (Site Plan)

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGEAPAN :

1 SOP AP Penerbitan Perizinan
2 SOP AP FPenverahan Dokumen Perizinan

1. Komputer
2. Prnter

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuail dengan jenisnya.
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU

NOMOR SOP 503/377 /2023

TANGGAL PEMBUATAN | 09 MARET 2023

TANGGAL REVISI 13 April 2023

TANGGAL EFEETIF 17 APRIL 2023

DISAHEAN OLEH KEPALA DPFMPTSE KABUPATEN BANYUMAS
NAMA SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DASAR HUKUM :

KUALIFIEASI PELAKSANA :

1.
2,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 rentang Cipta Kerja;
. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung,

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Takun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kaweasan Perkotaan Purwokerto Tahun 201 1-2031;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomoer 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomer & Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039;

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penentuan Garis Sempadan

Bangunan Bagian Belakang;

. Peraturan Bupali Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupari Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer/aplikasi
2. Memahami ketentuan tentang Persetujuan Bangunan Gedung

EETERHKAITAN :

PERALATAN /PERLENGHEAPAN :

1 S0P AP Penerbitan Perizinan
2 S0P AP Penverahan Dokumen Perizinan

I. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi SIMBG

FERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila S0P ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya




Bangunan Gedung;
2. Hasil Verifikas dinyatakan tidak lengkap, maka DEU
mengembalikan dokumen kepada PEMOHOM untuk

dilengkapi;

Keglatan Pelaksana Muti Baku
Pamohon DPMPTSP DPU/TIM TEKNIS Kelengkapan Waktu Output Keterangan
2 3 4 5 6 7 8 g
Mengakses www.oss.go.id untuk kegiatan berusaha Dokumen Fersyaratan Sesual dengan Pendaftaran akun pada
guna mendapatkan NIB, KKPR, dan SPPL, sedangkan administrasi dan persyaratan|  jadwal Pemohon whww simbg.pugo.id
untuk keperuan non berusaha dilakukan secara reknis
mandiri pada DINPERKIM dengan mengaksas
wiww perizinan.banyumaskab.go./d untuk mempercleh
kKPR dan SPPLdilakukan di DLH, serta semua berkas
persyaratan diunggah pada woww simbg.pu.go.ld
|hingga seluruh persyaratan selesai;
Melakukan verifikasi atas dokumen Standar Teknis 1 Data tanah, Data Umum dan | 4 (empat) hari kerja Hasll verifikasi dokumen
aleh DEUYTIm Teknls (Operator) melalui Ketentuan Teknis Srandar Teknls
www.sirmbg.pu.go.id; FO DPU
Melakukan verifikasi Standar Teknis oleh DPU/Tim Berita Acara Verifikas! 20 (dua puluh) hari Berita Acara Verifikasi
Teknis [Operator) , kemudian apabila: Tidak Persetujuan Bangunan ker|a Persetujuan Bangunan
1, Hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka DPU Gedung yang dilakukan oleh Gedung
menerbitkan Berita Acara Verifikasi Persetujuan Dperator DFUTim Teknis

Melakukan penghentian proses Persetujuan Bangunan
Gedung apabila PEMOHON tidak melengkapi Standar
Teknis Persetujuan Bangunan Gedung, kemudian
sistern akan mancatat bahwa tracking permohcnan
Persetujuan Bangunan Gedung berhenti;

1 [satu) hari kerja




Menghltung penetapan retribusi Persetuuan
Bangunan Gedeng dan dicantumkan dalam Berita
Acara Penghitungan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung oleh DPUTim Teknis/Pengawas;

Berita Acara Verifikasi
Persetujuan Bangunan
Gedung

2 [dua) hari kerla

Perhitungan Teknis Retribusi
Persetujuan Bangunan
Gedung

Menetapkan besaran Retribusi Persetuuan Bangunan
Gedung dan Surat Pemenuhan Standar Teknis
(Rekomendasi Teknis) oleh DPU/Tim Teknls/Pengawas;

perhitungan Teknis Retribusi

1 [satu] hari kerja

1, Penstapan Retribusi;
2. Rekomendasl Teknis

Menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
berdasarkan hasil perhitungan Persetjuan Bangunan
Gedung dari DPU oleh DPMPTSP/Bendahara
Penerimaan |Dperatar). Kemudian mengunggah pada
www_simbg.pu.go.id

1. Penetapan Retribusi;
2. Rekomendasi Teknis

1 {satu) hari kerja

1. Surat Ketetapan
Retribusi Daerah
{SRDY;

1. id bilting dan id

billing denda {jika

adal

Membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
sebesar yang tercantum pada SKRD dengan idd bilting
ke bank;

Apahila:

L. SKRD Dibayar tepat waktu pada fd Billing ;

2. SKAD yang dibayarkan melebihi tanggal jatuh tempo
[setelah 15 belas hari kerja) akan dikenankan denda
sebesar 2% per bulan 1d Billing yang sudah kadaluarsa
diganti dengan id billing baru dan id billing denda jika
telah melewatl jatuh tempo.

1. Surat Ketetapan Retribusi
Daarah (SKRD);
'2. Id billing

Sesuai dengan
|adwal Pemohon

Bukti pembayaran retribusi

paling lama 15
{lima belas) hari
kerja dan langka
waktu dapat lebih
lama, apabila ada

keterlambatan
pembayaran

PEMOHON menggunggah bukti pembayaran retribusl
pada www simbg.pu.go.id

Bukti pernbayaran retribusl

Sesual dengan
jadwal Pemohon

Mengunggah di

W Simbg pu.go
Jd




i 2 3 4 3 7 2 k)

10 |Memverifikasi atas pembayaran retribusi dari 1 (satu) hari kerja SK Persetujuan Bangunan
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{CoDy;
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PEMERINTAH EABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/378/2023

TANGGAL PEMBUATAN | 09 MARET 2023

TANGGAL REVISI 13 April 2023

TANGGAL EFEKTIF 17 APRIL 2023
DISAHKAN OLEH KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS]
NAMA SOP ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DASAR HUKUM :

HKUALIFIHASI PELAKSBANA :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Noemaor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang __..__E...m.._.nﬂbhﬂ dan Wm.rmu..m_.mnﬂ_ Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomoer PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Analisis Dampalk Lalu Lintas;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemor 1 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan

Anglkutan Jalan;

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomer 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggarann Analisis

Dampak Lalu Lintas;

. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan

Penvelenggarazn Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Medal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat

Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 37 Tahun 2021 ientang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan

Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyumas.

1. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan kornputer/ aplikasi
2. Memahami ketentuan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

KETERKAITAN :

PERALATAN /PERLENGHEAPAN :

1 SOP AP Penerbitan Perizinan
2 S0P AP Penverahan Dokumen Perizinan

1. Homputer
2. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil S0P ini dicatat dan didata sesusi dengan jenisnya.




Pelaksana

Mutu Baky

Kegiatan

DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

7

Keterangan
9

Mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Anallsis
Darnpak Lalu Lintas [AMDALALIN;

Dokumaen Persyaratan
admibndsoras

Sesual dengan
jactwal Pemohon

Oleh Petugas [Front Office )
DPMPTSP Kab. Banyumas DI
MPP dan memberikan
pilikan penyerahan 5K
{COD/Nan COD) kepada
PEMOHON

Memeriksa dokumen permohonan persetujuan
ANDALALIN darl PEMOHON, yang apabila:

1. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap,
maka DPMBETSP membuat Surat Permohanan
Rekomendas! Teknis;:

2. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak
lengkap, maka DPMPTSP mengembalikan dokumen
permaohanan kepada PEMOHON.

1 [satu) hari kerja

Surat Permohonan
Rekormendas Teknis

Menerima dokumen permohonan persetujuan
ANDALALIN cleh DINHUBY Tirn Evaluasi Penila;

1 (satu) hari kerja

Melakukan Tinjauan Lokasifcek lokasi yang menjadi
ohjek permohonan persetuuan AMDALALIM;

1 {zatu) hari kerja

Dilabukan aleh DINHUES Tim
Ewaluasl Penilai

Melaksanakan pembahasan dokumen permohonin
persetujuan AMDALALIN cleh DINHUE/ Tim Evaluasi
Penilal, dan apabila:

2. Dokumen dinyatakan lengkap, memenuhi syarat
dan dapat diterima,diseuju;

b. Dokumen dinyatakan ditérima dengan perbaikan

Tidak

1 [satu) hari kerja

Menclak permohonan parsetujuan ANDALALIN, atau
menghentikan proses permohaonan parsetujuan
ANDALALIN karena PEMOHON tidak melakukan
perbaikan dokumen permohonan;

1 (satu) harl kerja

enerbitkan Rekomendasi Telknis aleh Kapala
DINHUE guna diajuksn kepada Kepala DPMPTSS;

2 [dua) harl kerja

Rekomendasi Teknis




Persatufuan ANDALALIN

Menerbitkan Persetujuan ANDALALIN oleh Kepala 3 [tiga) harl kevja
DPMPTSP;

1 {sanu) hari kerja Persetujusn ANDALALIN | Diberitahukan melalul
ataw form COD + helpdesk Whatsdpp MPF
Persetujuan ANDALALIM | Kab. Banyumas

Menyampalakan pemberitahuan kepada PEMOHON

{oleh DPMPTSP/Front Office [Petugas penierahan 5K)
bahwa Persetujuan ANDALALIN dapat diambll di MPF
¥ab. Baryumas dan/atau dikirim mefalui sistem Cosh
on Delivery (CODY 7

PEMOHON menerima/mengambil Parsetujuan Sesuai dangan a. 1 {satu) harl kerja untuk
AMDALALIN i MPP Kab. Banyumas Jocwal Pemchon pengambitan di MPP;
b. 3- 5 harl kerja apabila
melalul siztem COO,

JUMLAH 11 (sebelas) har kerja




PEMERINTAH EABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU

NOMOR SOP 503,379/ 2023

TANGGAL PEMBUATAN |05 MARET 2023

TANGGAL REVISI 13 April 2023

TANGGAL EFEKTIF 17 APRIL 2023

DISAHKAN OLEH KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANVUMAS
IZIN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH

NAMA sOP DAERAH

DABAR HUKIM :

HUALIFIKAS] PELAKSANA :

1. Undang-Undang ¥omor 13 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daecrah - daerah Kabupaten dalam lingkoingan
Provinsi Jawa Tengah | Lembaran Negara Tahun 1950 Nomer 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teniang Pemerintahan Dacrah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Deerah Kabupaten Banyumas Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri [} );

4, Peramuran Daerah Kabupaten Bamyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
RBanyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaien Banyumas Tahun 2011 Nemor 3 Seri E);

5, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotanan Purwokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 20159 Nomor &, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Nemor 20);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banvumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jass Usaha i Kabupaten Banyumas;

7 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan Kepads Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomer 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 ientang Pelimpahen Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

I Mempunya kemampuan mengoperasonalkan kom puter / aplilasi

2 Memahami ketentuan tentang [zin Penggunaan Tanah Pemenntah Dacrah

KETERKAITAN :

|PERALATAN/PERLENGHAPAN :

1 SOP AP Penerbitan Penzinan
2 80P AP Penyerahan Dokumen Perizinan

1. Kemputer
2. Printer
3. Aplikasi SIPANJI

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN =

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasml SOP ini dicatat dan didata sesual dengan jenisova.




- Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon DPMPTSP TiM TEKNIS Kelenghapan Waktu Output Keterangan
1 F 3 4 5 ] 7 L]
1 |Mengajukan Permchenan |zin Penggunaan Dokumen Persyaratan | Sesuai dengan (a, Tanda Terima
Tanah Pemerintah Daerah (IPTPD) dan Jadwal Pemaohon (b, Register
Mengaunggah selursh Dokumen Persyaratan Permahonan
pada www.perizinan. banyumaskab.go.id; ﬂv
_
2 |Menerima dan Meneliti berkas yang _ 3 Dokumen IPTPD  (L(satu) hari  |Hasil verifikasi
permohanan PEMOHON melalul b. Buku Agenda kerja dokumen
wwrw peritinan.banyumaskab.go.id aleh | pemenuhan
Petugas [Back Office | , dan apabila: 7! Tida komitmen |PTRFD
a. Memverifikasi Berkas apabila Lenghap;
b. Mengembalikan Berkas permohonan di sertai /
keterangan alasan pengembalian dokumen
permohoanan yang belum lengkap; Ya
mrelalui www.perizinan banyumaskab.ge.id, |
3 |Welaksanaan Rapat Koordinasi dengan Tim - Diokumen IPTPD 1 (satu) harl kerjd a. Rekomendasi
Kerja Teknis Perizinan, dilanjutkan pemeriksaan dari dinas
lapangan dan pemberian rekomendasi dan teknls
betita acara; _ T b. Berita Acara
| ¢. Berkas IPTPD
3 |Menyiapkan Draft Sx 1PTPD Petugas (Bock ¥ a. Dokumen IPTPD 1 {satu) hari _n.a._na: SK IPTPD
Offfice | disertal Pengesahan serta Penerbitan K b. Rekomendasi dinas
IPTPD oleh Kepala DPMPTSP; Tekniz dan Berita Acara
_
v




2 5 3 | 7 8
Menyampaikan 5K IPTPD kepada Bendahara 1 satu hari _..J._ SKRD:; Penerbitan SKRD
Fenerimaan apabila: b id billing . apabila ada
a. Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat | Retribusi
Ketetapan Retribusi Daerah (SXRD) dan id
bifling ;
| b, Pemberitahuan melalul nomer help desk Mal
Pelayanan Publlk Kab. Banyumas, bahwa 5K
IPTPD dapat diambil.
Mengambil SKRD dan id bilfng untuk 1 (satu) hari kerja
membayar retribusi di bank; Paling lama 7
{tujuh) har, dan
diperbaharui
apablla daluarsa
Mengambil SK IPTPD di MPP Kab. Banyumas, 1 (satu] harl kerja SK IPTFD
m ......._ Petugas Front
Oifice
& (enam) hari
TOTAL kerja




FPEMERINTAH HKABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503,380, 2023

TANGGAL PEMBUATAN | 09 MARET 2023

TANGGAL REVISI 13 April 2023

TANGGAL EFEKTIF 17 APRIL 2023
DISAHKAN OLEH KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BANYUMAS
NAMA SOP KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

NON BERUSAHA

DABAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nemeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kega;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

3. Peraturan Menten Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfantan Ruang;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor & Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Purwokerio Tahun 2019-2039;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nemor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
dan Nen Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nen Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sam Pintn Kabupaten Banyumas,

1. Mempunyai kemampunn mengopernsionalkan komputer | aplilias
Memahami ketentuan tentang Kesesunian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2. Non Berusaha

2 S0P AP Penverahan Dokumen Perizinan

HKETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGHKAPAN :
1 S0P AP Penerbitan Perizinan 1. Komputer
2. Printer

3. Aplikasi SiPanjiMas

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila S0P ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang bain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuni dengan jenisnya.
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